BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2014 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32

Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Milik
Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei
2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah  Daerah,
Pemerintah Kabupaten Magelang harus segera
melaksanakan  Kegiatan Pelayanan  Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Kabupaten Magelang, sehingga
Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan
perubahan;

“1-



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



7.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014
Nomor 20);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:
a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah Rp 159.607.434.000,00
2. bagian dana perimbangan Rp 1.066.678.495.000,00
3. lain-lain pendapatan yang sah Rp 263.512.500.550,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.489.798.429.550,00
b. belanja
1. belanja tidak langsung Rp. 968.924.384.190,00
2.belanja langsung

a) belanja pegawai Rp. 53.487.622.369,00
b) belanja barang dan jasa Rp. 322.534.536.777,00

c) belanja modal Rp. 381.804.436.097,00
Rp. 757.826.595.243,00
Jumlah Belanja Rp.1.849.786.183.423,00

Defisit (Rp. 359.987.753.873,00)



c. pembiayaan

1. penerimaan Rp. 415.782.753.873,00
2. pengeluaran Rp. 55.795.000.000,00
pembiayaan netto Rp. 359.987.753.873,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA)Tahun berkenaan Rp. ,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
3B yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3B

Besaran pendapatan dan anggaran belanja langsung untuk
kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Magelang ditampung
dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.

Ketentuan besaran pendapatan dan anggaran belanja langsung
untuk kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama pada Dinas Kesehatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014
Nomor 20) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran [ dan
II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI MAGELANG,
ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 23
pada tanggal 15 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
ttd

AGUNG TRIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH /
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG)
PERUBAHAN PERUBAHAN Rp. %o
1 2 3 4 5= (4-3) 6

4. PENDAPATAN 1,464,755,469,550 1,489,798,429,550|  25,042,960,000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 134,564,474,000 159,607,434,000 25,042,960,000 15.69
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 49,940,130,000 49,940,130,000 -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 31,813,526,000 31,813,526,000 -

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10,293,396,000 10,293,396,000 -

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42,517,422,000 67,560,382,000 25,042,960,000 37.07
4.1.4.17. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 25,042,960,000 25,042,960,000

4.1.4.17.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 25,042,960,000 25,042,960,000

4.2, DANA PERIMBANGAN 1,066,678,495,000 1,066,678,495,000 -
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 263,512,500,550 263,512,500,550 -
5. BELANJA DAERAH 1,824,743,223,423 1,849,786,183,423 25,042,960,000 1.35
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,091,959,588,180 1,091,959,588,180 - -
5.2. BELANJA LANGSUNG 732,783,635,243 757,826,595,243 25,042,960,000 3.30
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38,007,996,369 53,487,622,369 15,479,626,000 28.94
5.2.1.01. Honorarium PNS / Non PNS 33,827,669,569 49,307,295,569 15,479,626,000 31.39
5.2.1.01.01. Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 18,872,829,700 18,872,829,700 - -
5.2.1.01.02. Honorarium Tim/ Panitia / Pejabat Pengadaan / Penerima 2,108,857,500 2,238,227,500 129,370,000 5.78

Hasil Pekerjaan
5.2.1.01.04. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Non PNS) 873,957,500 873,957,500 - -
5.2.1.01.05. Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku 1,146,078,000 1,470,558,000 324,480,000 22.07
5.2.1.01.06. Honor Piket / Penjaga Malam 144,140,000 144,140,000 - -
5.2.1.01.07. Honorarium Pelayanan Kesehatan 10,681,806,869 25,707,582,869 15,025,776,000 58.45
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 313,662,405,777 322,534,536,777 8,872,131,000 2.75
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7,532,618,773 9,250,796,773 1,718,178,000 18.57
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3,896,922,979 4,344,250,979 447,328,000 10.30
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery 512,375,170 512,375,170 - -
kering)

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 104,593,900 121,849,900 17,256,000 14.16
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 584,142,460 584,142,460 - -
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 409,800,000 409,800,000 - -
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 72,737,000 72,737,000 - -
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 54,759,600 54,759,600 - -
5.2.2.01.09. Belanja Bahan / Alat Laboratorium 790,846,607 1,426,466,607 635,620,000 44.56
5.2.2.01.10. Belanja Bahan / Alat Kedokteran Pakai Habis 815,978,257 1,433,952,257 617,974,000 43.10
5.2.2.01.11. Belanja Bahan Kenang-kenangan / Cinderamata 78,545,000 78,545,000 - -
5.2.2.01.12. Belanja Tiket / Karcis, Pendaftaran dan yang Sejenisnya 37,200,000 37,200,000 - -
5.2.2.01.13. Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 174,717,800 174,717,800 - -
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11,075,674,799 15,321,066,799 4,245,392,000 27.71
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 475,417,333 475,417,333 - -
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 393,955,500 393,955,500 - -
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 30,049,000 30,049,000 - -
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 5,721,792,906 9,916,883,906 4,195,091,000 42.30
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 30,459,000 30,459,000 - -
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Makanan 699,474,500 699,474,500 - -
5.2.2.02.07. Belanja Bahan / bibit Ikan 42,570,000 42,570,000 - -
5.2.2.02.08. Belanja Pupuk / Obat-obatan Tanaman 317,345,900 317,345,900 - -
5.2.2.02.09. Belanja Hadiah, Tropi, Sertifikat dan Sejenisnnya 169,222,500 169,222,500 - -
5.2.2.02.10. Belanja Bahan / Peralatan Praktek / Percontohan 1,975,413,160 1,975,413,160 - -
5.2.2.02.11. Belanja Bahan Material Lainnya 1,219,975,000 1,270,276,000 50,301,000 3.96
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54,582,537,292 54,944,113,292 361,576,000 0.66
5.2.2.03.01. Belanja telepon 667,452,159 667,452,159 - -
5.2.2.03.02. Belanja air 526,333,757 526,333,757 - -
5.2.2.03.03. Belanja listrik 16,077,795,091 16,077,795,091 - -
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 226,003,000 226,003,000 - -
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 779,969,400 860,565,400 80,596,000 9.37
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 7,727,900 7,727,900 - -
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 151,025,000 151,025,000 - -
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,750,000 1,750,000 - -
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Pemungutan PBB 1,821,081,000 1,821,081,000 - -




JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH /
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG)
PERUBAHAN PERUBAHAN Rp. %

1 2 3 4 5= (4-3) 6
5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi / Dekorasi 469,087,050 469,087,050 - -
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 14,150,025,750 14,150,025,750 - -
5.2.2.03.15. Belanja Iklan / Publikasi 427,710,000 427,710,000 - -
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 4,826,064,310 4,826,064,310 - -
5.2.2.03.17. Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi 5,174,373,000 5,455,353,000 280,980,000 5.15
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Kantor Lainnya. 3,278,371,000 3,278,371,000 - -
5.2.2.03.19. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 646,443,000 646,443,000 - -
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5,351,325,875 5,351,325,875 - -
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 244,150,000 244,150,000 - -
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 244,150,000 244,150,000 - -
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17,644,741,568 18,801,663,568 1,156,922,000 6.15
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1,959,383,050 2,101,670,050 142,287,000 6.77
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 2,070,705,698 2,228,979,698 158,274,000 7.10
5.2.2.05.08. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 12,886,145,720 13,570,129,720 683,984,000 5.04
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 13,947,000 13,947,000 - -
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 437,473,100 472,688,100 35,215,000 7.45
5.2.2.05.07. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya 277,087,000 414,249,000 137,162,000 33.11
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6,576,939,593 7,200,772,593 623,833,000 8.66
5.2.2.06.01. Belanja cetak 4,014,664,970 4,350,878,970 336,214,000 7.73
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2,382,661,443 2,670,280,443 287,619,000 10.77
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 179,613,180 179,613,180 - -
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat 787,507,000 787,507,000 - -
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,160,814,480 1,160,814,480 - -
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 49,000,000 49,000,000 - -
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 815,690,790 815,690,790 - -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13,090,339,465 13,490,419,465 400,080,000 2.97
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian 778,610,000 778,610,000 - -
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11,386,436,965 11,786,516,965 400,080,000 3.39
5.2.2.11.08. Belanja makanan dan minuman tamu 649,292,500 649,292,500 - -
5.2.2.11.04. Belanja Makan Minum Rumah Dinas 276,000,000 276,000,000 - -
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 439,425,000 439,425,000 - -
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 453,957,500 453,957,500 - -
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 557,942,000 557,942,000 - -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31,492,972,200 31,859,122,200 366,150,000 1.15
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9,000,617,300 9,366,767,300 366,150,000 3.91
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22,492,354,900 22,492,354,900 - -
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 792,400,000 792,400,000 - -
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan 5,577,036,000 5,577,036,000 - -

Teknis PNS
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 21,802,296,970 21,802,296,970 - -
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 12,349,200,355 12,349,200,355 - -
5.2.2.22. Belanja Barang Dan Jasa BLUD 23,233,493,000 23,233,493,000 - -
5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 86,748,974,807 86,748,974,807 - -
Masyarakat / Pihak Ketiga
5.2.2.25. Belanja Pajak / Retribusi 172,401,000 172,401,000 - -
5.2.2.26. Belanja Barang Dana BOS 13,332,993,185 13,332,993,185 - -
5.2.2.27. Belanja Penyelenggaraan/Pembinaan Pendidikan, 3,149,300,000 3,149,300,000 - -
Kesenian, Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan
5.2.3. BELANJA MODAL 381,113,233,097 381,804,436,097 691,203,000 0.18
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 14,041,025,000 14,041,025,000 - -
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 1,019,862,000 1,019,862,000 - -
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 9,753,529,500 9,753,529,500 - -
Bermotor
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak 190,310,000 190,310,000 - -
Bermotor
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 378,425,000 378,425,000 - -
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian 479,203,000 479,203,000 - -
dan Peternakan / Perikanan
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1,498,775,800 1,498,775,800 - -
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,676,572,245 1,676,572,245 - -
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9,590,091,183 9,590,091,183 - -
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 2,519,894,700 2,519,894,700 - -
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 491,759,550 491,759,550 - -
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,585,035,370 1,585,035,370 - -
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 337,195,000 337,195,000 - -
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 278,229,000 278,229,000 - -
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3,350,218,090 4,041,421,090 691,203,000 17.10
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 63,891,690 504,599,690 440,708,000 87.34
5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 4,500,000 254,995,000 250,495,000 98.24
5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / 3,281,826,400 3,281,826,400 - -
Kesehatan Lainnya
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 26,264,846,725 26,264,846,725 - -
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 67,332,448,000 67,332,448,000 - -
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 20,073,427,500 20,073,427,500 - -
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 20,298,855,000 20,298,855,000 - -
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan 1,047,052,000 1,047,052,000 - -




JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH /
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG)
PERUBAHAN PERUBAHAN Rp. %

1 2 3 4 5= (4-3) 6
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 779,895,000 779,895,000 - -
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 186,855,726,934 186,855,726,934 - -

Bangunan
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 8,733,029,500 8,733,029,500 - -
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, 1,180,000,000 1,180,000,000 - -
Kebudayaan
5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olah 21,900,000 21,900,000 - -
Raga
5.2.3.33. Belanja modal pengadaan alat permainan edukatif (APE) / 11,735,000 11,735,000 - -
inklusi
5.2.3.34. Belanja Modal BLUD 1,324,192,000 1,324,192,000 - -
1,824,743,223,423 1,849,786,183,423|  25,042,960,000 1.35
(359,987,753,873) (359,987,753,873) -
6. PEMBIAYAAN DAERAH 359,987,753,873 359,987,753,873 -
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 415,782,753,873 415,782,753,873 -
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 55,795,000,000 55,795,000,000 -
359,987,753,873 359,987,753,873 - -
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN -
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URUSAN PEMERINTAHAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 6 TENTANG PEJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

: 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN
JUMLAH BERTAMBAH /
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG) PENJELASAN
PERUBAHAN PERUBAHAN Rp. %

1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.00.00 4 PENDAPATAN 15,793,184,000 40,836,144,000 25,042,960,000 158.57
1.02.1.02.01.00.00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah 25,042,960,000 25,042,960,000
1.02.1.02.01.00.00 4.1.4.17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 25,042,960,000 25,042,960,000
1.02.1.02.01.00.00 5 BELANJA DAERAH 101,871,867,366 126,914,827,366 25,042,960,000 24.58
1.02.1.02.01.00.00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59,065,565,000 59,065,565,000 - 0.00
1.02.1.02.01.00.00 5.2. BELANJA LANGSUNG 42,806,302,366 67,849,262,366 25,042,960,000 58.50
1.02.1.02.01.33. PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN

KESEHATAN MASYARAKAT 16,113,774,000 41,156,734,000 25,042,960,000 155.41
1.02.1.02.01.33.22. KEGIATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

(JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT

PERTAMA (FKTP) 25,042,960,000 25,042,960,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15,479,626,000 15,479,626,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.1.01 Honorarium PNS/Non PNS - 15,479,626,000 15,479,626,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.1.01.02. |Honor tim/panitia pengadaan /pejabat -

penerima hasil pekerjaan 129,370,000 129,370,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.1.01.05. |Honorarium peserta kegiatan / uang saku 324,480,000 324,480,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.1.01.07. |Honorarium pelayanan kesehatan 15,025,776,000 15,025,776,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8,872,131,000

~11-~

8,872,131,000




JUMLAH BERTAMBAH /
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG) PENJELASAN
PERUBAHAN PERUBAHAN Rp. %

1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.01. Belanja barang Pakai habis 1,718,178,000 1,718,178,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.01.01 |Belanja alat tulis kantor 447,328,000 447,328,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.01.04 Belanja perangko, material dan benda pos lainnya 17,256,000 17,256,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.01.09. |Belanja bahan/alat laboratorium 635,620,000 635,620,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.01.10. |Belanja bahan /alat kedokteran pakai habis 617,974,000 617,974,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 4,245,392,000 4,245,392,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.02.04. |Belanja bahan obat-obatan 4,195,091,000 4,195,091,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.02.11. |Belanja bahan / material lainnya 50,301,000 50,301,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 361,576,000 361,576,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.03.06. |Belanjakawat/faksimili/internet 80,596,000 80,596,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.03.17. |Belanja transportasi dan / atau akomodasi 280,980,000 280,980,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,156,922,000 1,156,922,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.05.01. |Belanja jasa servis 142,287,000 142,287,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.05.02. |Belanja penggantian suku cadang 158,274,000 158,274,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.05.03. |Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 683,984,000 683,984,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.05.05. |Belanja surat tanda nomor kendaraan 35,215,000 35,215,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.05.07. |Belanja perawatan kendaraan bermotor lainnya 137,162,000 137,162,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 623,833,000 623,833,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.06.01. |Belanja Cetak 336,214,000 336,214,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.06.02. |Belanja penggandaan 287,619,000 287,619,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 400,080,000 400,080,006
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.11.02. |Belanja makanan dan minuman rapat 400,080,000 400,080,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 366,150,000 366,150,006
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.2.15.01. |Belanja perjalanan dinas dalam daerah 366,150,000 366,150,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.3. BELANJA MODAL 691,203,000 691,203,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 691,203,000 691,203,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.3.19.01. |Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 440,708,000 440,708,000
1.02.1.02.01.33.22. 5.2.3.19.02. |Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi 250,495,000 250,495,000
1.02.1.02.02.00.00. Jumlah Belanja 101,871,867,366 126,914,827,366 25,042,960,000 24.58

SURPLUS/(DEFISIT) (86,078,683,366) (86,078,683,366) - 0.00
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